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RINGKASAN

Izin Ketua Pengadilan Negeri sebagai kewajiban atas penggeledahan dan
penyitaan guna menjamin kepastian hukum dan hak asasi seseorang atas
rumahnya, tidak hanya berlaku di dalam wilayah hukumnya saja, tapi ada juga
diatur terkait diluar wilayah. Sehingga hendaknya, perlu dikaji lebih dalam terkait
urgensi izin dari Ketua Pengadilan Negeri ini, apakah makna Ketua Pengadilan
Negeri setempat dalam tindakan penggeledahan dan penyitaan diluar wilayahnya
jika ditinjau berdasar KUHAP, serta apakah kewenangan penyitaan yang
dilakukan oleh Pengadilan diluar tempat kejadian (locus delicti) tersebut sah
menurut KUHAP.

Dalam rangka penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode
penulisan hukum normatif, yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang dipakai
adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conseptual approach) dan pendekatan teori (theoretical approach).

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu, Pertama: bahwa pengaturan
mengenai Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat baik terhadap penggeledahan
maupun penyitaan sebagaimana yang diatur oleh KUHAP, sebagai kewajibannya
dalam hal penggeledahan berbeda dengan penyitaan. Dalam penggeledahan,
Pengadilan Negeri dimana tempat perkara pidana terjadi (locus delicti), maka itu
yang berwenang memberikan izin. Sedangkan dalam penyitaan, kewenangan
pemberian izin penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana
barang yang akan disita itu berada. Hal tersebut perlu dipahami agar tidak terjadi
kekeliruan atau kekaburan makna, terhadap Ketua Pengadilan mana yang berhak
memberikan  izin, mengingat hal tersebut tidak diatur secara
eksplisit dalam KUHAP. Kedua: bahwa penetapan yang dilakukan oleh
pengadilan diluar tempat kejadian (locus delicti) diatur secara sah dalam KUHAP
yakni dalam Pasal 85 KUHAP yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat
memindahkan tempat persidangan suatu perkara ke pengadilan lain dengan
alasan tertentu misalnya keamanan dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk
mengadili secara adil diwilayah asal.
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ABSTRAK
Kata Kunci: Ketua Pengadilan Negeri, Penggeledahan, Penyitaan, Locus Delicti

Penelitian ini bertujuan menganalisa makna Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat
dalam Tindakan penggeledahan dan penyitaan diluar wilayah hukum serta
menganalisa apakah pemberian izin penyitaan oleh ketua pengadilan negeri diluar
wilayah hukum (locus delicti) dibenarkan dalam KUHAP.

Dalam rangka penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode penulisan
hukum normatif, yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang dipakai adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual
(conseptual approach) dan pendekatan teori (theoretical approach).

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu, Pertama: bahwa pengaturan
mengenai Izin Ketua Pengadilan Negeri Setempat baik terhadap penggeledahan
maupun penyitaan sebagaimana yang diatur oleh KUHAP, dalam hal
penggeledahan berbeda dengan penyitaan. Dalam penggeledahan, Pengadilan
Negeri dimana tempat perkara pidana terjadi (locus delicti), maka itu yang
berwenang memberikan izin. Sedangkan dalam penyitaan, kewenangan pemberian
izin penyitaan adalah Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan
disita itu berada. Kedua: bahwa penetapan penyitaan yang dilakukan oleh
pengadilan diluar tempat kejadian (locus delicti) walaupun tidak diatur secara tegas
didalam KUHAP namun diatur secara eksplisit dalam Pasal 84 ayat (2) dan Pasal
85 KUHAP yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat memindahkan
tempat persidangan suatu perkara ke pengadilan lain dengan alasan tertentu
misalnya keamanan dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengadili
diwilayah asal.
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ABSTRACT

Keywords: Chairman of the District Court, Search, Confiscation, Locus Delicti

This study aims to analyze the meaning of the permission of the Chairman of the
Local District Court in the act of search and seizure outside the jurisdiction and
analyze whether the granting of permission for seizure by the chairman of the
district court outside the jurisdiction (locus delicti) is justified in the Criminal
Procedure Code.

In the context of the research conducted, the author uses a normative legal writing
method, which is prescriptive in nature. The approaches used are statute approach,
conceptual approach and theoretical approach.

From the results of the research there are conclusions, namely, First: that the
regulation regarding the permission of the Chairman of the Local District Court
both for searches and seizures as regulated by the Criminal Procedure Code, in
terms of searches is different from seizures. In searches, the District Court where
the criminal case occurred (locus delicti) is authorized to grant permission.
Whereas in confiscation, the authority to grant permission for confiscation is the
Chairman of the District Court in the area where the goods to be confiscated are
located. Second: that the determination of confiscation carried out by the court
outside the place of occurrence (locus delicti), although not expressly regulated in
the Criminal Procedure Code, is explicitly regulated in Article 84 paragraph (2)
and Article 85 of the Criminal Procedure Code which states that the Supreme Court
may transfer the place of trial of a case to another court for certain reasons such
as security and conditions that do not allow for fair trial in the original area.
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